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Abstrak 

: Hendro 
: 2014320016 
: Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya 
Batam dengan Free Trade Zone sebagai Variabel 
Moderating 

Negara Indonesia adalah negara yang berkembang dan pajak merupakan 
kontribusi terbesar dalam penerimaan pcndapatan ncgara Indonesia. Penerupun Self 
Assessment System dan pemeriksaan pajak merupakan salah satu langkah 
pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak yang akan berdampak pada 
penerimaan negera terutama di sektor perpajakan. 

Berhubung penelitian ini dilakukan di Batam dan Batam ditetapkan sebagai 
daerah yang mendapat fasilitas perpajakan atau dikenal dengan nama Free Trade 
Zone , yang di dalamnya wajib pajak harus mengikuti standar yang telah ditetapkan 
untuk mendapatkan fasilitas perpajakan, sehingga Free 'J'rade Zone menggiring 
wajib pajak untuk mengikuti peraturan dan standar yang telah ada, oleh karena itu 
dengan adanya Free Trade Zone akan memperkuat dalam meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak di KPP Madya Batam. 

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana pemahaman wajib pajak mengenai Self Assessment System, 
pemahaman wajib pajak mengenai pemeriksaan, pelaksanaan kewajiban 
perpajakan berhubung dengan Free Trade Zone, seberapa tinggi tingkat kepatuhan 
wajib pajak dan pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan yang 
dimoderasi oleh Free Trade Zone terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal dengan metode penelitian 
survey dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan membagikan 
kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Batam sebagai 
respoden dan sebanyak 42. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 
analisis regresi moderating. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif antara Se?f 
Assessment System dan Pemeriksaan secara simu1tan terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak di KPP Madya Batam dengan Free Trade Zone sebagai Variabel Moderating. 

Kata kunci : SelfAssessment System, Pemeriksaan, Free Trade Zone, Kepatuhan 
Wajib Pajak 
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Abstract 

: Hendro 
: 2014320016 
:Impact of Self Assessment System and Tax Audits 
on Tax Payer Compliance in Batam Middle Tax 
Office with Free Trade Zone as Moderating 
Variabel 

Indonesian is still in the state of developing country and taxes are the 
biggest contribution in Indonesia's income. Implementation of Self Assessment 
Sytem and Tax Audits are one of the way for goverment to increase tax compliance 
that can effect to increase tax revenue. 

Since this research or study is conducted in Batam and Batam is the spec!fic 
area that get taxfacilities or we known as Free Trade Zone, where in there, for tax 
payers to get the tax facilities, they have to follow the standars or rules, so Free 
Trade Zone is leading tax payer to comply the standars or procedure that already 
existed, because of that, Free Trade Zone gonna help strenghtening on increasing 
tax compliance of tax payer in Batam Middle Tax Office. 

Based on description in the background, this study aims to determine how 
taxpayer knowledge and understanding about Self Assessment Sytem and Tax 
Audits, also implementation of tax obligations about Free Trade Zone , how high 
the level of tax payer compliance and the impact of Self Assessment System and 
Tax Audit that being moderated by Free Trade Zone on Tax Payer Compliance. 

This research type is causal research with survey research methods, and 
technique used to collect information, data is by distributing questionnares to 42 
taxpayer that registered in middle tax office Batam as the respondents. The analysis 
used is descriptive analysis and MRA (Moderating Regression Analysis). 

The final result of this research or study is Self Assessment and Tax Audits 
simultan have positive impact on Tax Payer Compliance at middle tax office Batam 
with Free Trade Zone as Moderating Variabel. 

Keywords : Self Assessment System, Tax Audit. Free Trade Zone. Tax Payer 
Compliance 
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BABl 

PENDAHULUAN 

1.1. La tar Belakang 

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dalam pembangunan 

secara infrastrukur. Pendapatan negara berperan penting dalam pembangunan untuk 

negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 

Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pasal11 ayat 3 , Pendapatan negara terdiri 

atas penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak dan hibah. 

Kontribusi terbesar bagi pendapatan negara adalah penerimaan perpajakan. 

Pada tahun 2016 pendapatan negara di tabel1.1 sebesar 1. 786,2 T yang terdiri dari 

nerimaan perpajakan sebesar 1.539,2 T atau 86% dari pendapatan negara, PNBP 

sebesar 245,1 T atau 13% dari pendapatan negara dan hibah sebesar 2,0 T atau 0,1% 

dari pendapatan negara. Pada Tahun 2017, pendapatan negara di tabel 1.1 

mengalami penurunan sebesar 50,1 T dari tahun 2016 menjadi 1.736,1 T yang 

terdiri dari penerimaan perpajakan menurun 66,5 T menjadi 1.472,7 T atau sebesar 

84,8% dari pendapatan negara, PNBP sebesar 260,2 T atau sebesar 15 % dari 

pendapatan negara dan hibah. 

Berdasarkan Tabel 1.1, dominasi penerimaan perpajak:an mencapai lebih 

dari 80% dari pendapatan negara tahun 2016 dan tahun 2017, dapat disimpulkan 

bahwa penerimaan perpajakan merupakan kontribusi terbesar dalam pendapatan 

negara. 
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Tabel 1. 1 
P d N tah 2016 d 2017 en apatan egara un an 

APBN-P Persentase APBN-P Persentase 
2016 2017 

Pendapatan 1.786,2 T 1.736,1 
Negara T 

Dalam Negeri 1.784,2 T 1733 T 

- Penerimaan 1.539,2 T 86% 1.472,7 84,8% 
Perpajakan T 

- PNBP 245,1T 13% 260,2 T 15% 

- Hi bah 2,0 T 0,1% 3,1 T 0,2% 

Sumber : www.kemenkeu.go.1d, dtakses pada tanggal 18 September 2017, Pukul14:45 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umurn dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesianomor 16 tahun 2009, 

pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Penerimaan pajak adalah kontribusi besar dalam pendapatan negara dan 

juga harus diiringi dengan kepatuhan wajib pajak yang merupakan aspek penting 

dalam penerimaan pajak. 

Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak tentu akan memberikan dampak 

positif terhadap penerimaan perpajakan, tetapi jika wajib pajak tidak patuh tentu 

akan memberikan dampak negatifkepada penerimaan perpajakan. 
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Gam bar 1. 1 menggambarkan jumlah WP terdaftar, WP terdaftar wajib SPT 

dan realisasi SPT Tahunan. WP terdaftar dan WP terdaftar wajib SPT meningkat 

dari tahun ke tahun tetapi tidak diimbangi dengan jumlah SPT tahunan yang 

diterima oleh Dirjen Pajak. Dari tahun 2013 sampai 2016, rata-rata WP yang 

terdaftar wajib SPT yang menyerahkan SPT tahunan setiap tahun hanya mencapai 

60%, dapat simpulkan bahwa dari 5 wajib pajak terdaftar wajib SPT, hanya ada 3 

wajib pajak terdaftar wajib SPT yang menyerahkan SPT tahunannya. 
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Gambar 1. 1 Wajib Pajak terdaftar 
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Sumber : www.Pajak.go.id, diakses pada tanggal 04 September 2017 pukul 17:09 

Gambar 1.2 menggambarkan Target kepatuhan wajib pajak ditargetkan 

akan mencapai 70% tetapi dalam realiasasinya, kepatuhan wajib tidak mencapai 

target pajak yang ditetapkan pemerintah. Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa 

"Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menginginkan seluruh pegawainya 

memiliki "sense of crisis" terhadap kondisi organisasi terkait masih rendahnya rasio 

kepatuhan yang tidak mencapai 70% dari jumlah wajib pajak yang wajib 
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menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)." ( www.pajak.go.id, diunduh tanggal 

18 September 2017, pukul17:57) 

Gambar 1. 2 Rasio Kepatuhan dan Target Rasio Kepatuhan 
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Sumber : www.pajak.go.id, diakses pada tanggal 04 September 2017 pukul 17:35 

Menurut Batrancea, Larissa Margareta, et al, menyimpulkan bahwa 

kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi 3 faktor yaitu : 

a. Faktor ekonomi, yang terdiri atas tarif pajak, penghasilan, denda 
pemeriksaan paj ak 

b. Faktor sosial, yang terdiri atas sikap, perilaku, norma, keadilan dan 
postur motivasi 

c. Faktor politik, yang terdiri atas kompleksitas hukum dan sistem 
perpajakan dan kebijakan fiskal (Batrancea, Larissa-Margareta et al , 
2012: 207-208) 

Suhardjito mengatakan bahwa Indonesia melakukan reformasi perpajakan 

pada tahun 1983 dengan menerbitkan 5 Undang-Undang untuk mengganti Undang-

Undang yang dibuat pada zaman kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai lagi 

dengan martabat, hakikat dan jiwa kehidupan Bangsa Indonesia yang sudah 

merdeka. ( Suhardjito, 2013 : 31 ) 
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Gusfahmi Arfin mengatakan bahwa Reformasi Perpajakan yang terjadi pada 

tahun 1983 di Indonesia, telahmenghasilkan beberapa Undang-Undang antara lain: 

UU no 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No 

7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan UU No 8 tahun 1983 Tentan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah (PPnBM).( www.pajak.go.id, diakses pada tanggal 18 September 2017, 

pukul19:27) 

Pada tahun 1985, yakni 2 tahun setelah reformasi perpajakan, diterbitkan 

UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan UU No 13 

Tahun 1985 Tentang Bea Materai. Kelima UU yang dibentuk pada reformasi 

perpajakan merupakan penganti beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia 

yang dibuat sejak zaman penjajahan Belanda ( www.pajak.go.id, diakses pada 

tang gal 18 September 20 17, pukul 19:2 7) 

Menurut Sultoni mengatakan bahwa sejak reformasi Perpajakan tahun 1983 

sistem pemungutan perpajakan di Indonesia mengalami perubahan dari official 

assesment menjadi self assessment. WP diberi kepercayaan untuk menghitung, 

menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. ( www.pajak.go.id, diakses pada 

tanggal30 Oktober, pukul15:00) 

Official Assesment adalah suatu sistem pemungutan yang memberi 

wewenang kepada pemerintah ( fiskus ) untuk menentukan besarnya paj ak yang 

terutang oleh wajib Pajak. ( Mardiasmo, 2016: 9) 

Dalam sistem official assessment, Fiskus yang menentukan besarnya pajak 

terutang Wajib Pajak, tetapi dalam pelaksanaanya, Fiskus tidak mampu menetapkan 
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p~jak tepat pada waktunya yang menyebabkan kerugian kepada WP. WP menjadi 

tidak patuh dalam pembayaran pajak sehingga terjadi Reformasi Perpajakan untuk 

mengubah pemungutan pajak dari sistem Official Assessment menjadi Self 

Assessment. ( Suryohadi Djulianto, 2015 : 23 ) 

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besamya pajak 

terutang. (Mardiasmo, 2016 : 9 ) 

Dalam Self Assessment System, negara memberikan kepercayaan kepada 

WP untuk menghitung , menyetor dan melapor pajak secara masing-masing. 

Menurut Oyok Abuyamin, ciri-ciri Self Assessment antara lain : 

a. WP menghitung sendiri pajak yang harus dibayar/ pajak yang 
terutang. 
b. WP membayar I menyetor sendiri pajak yang harus dibayar/ pajak 
yang terutang ke bank atau kantor pos. 
c. WP melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar/ pajak yang 
terutang 
d. Pemerintah ( Fiskus) mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban 
WP di bidang perpajakan. (Oyok Abuyamin, 2015 : 37) 

Perubahan sistem pemungutan pajak dari official assessment system 

menjadi self assessment system diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak dalam membayar pajak. WP secara sadar dalam membayar pajak tanpa 

adanya unsur paksaan dari pemerintah dan pihak manapun. 

Untuk menguji kepatuhan wajib pajak seiring berubahnya sistem 

pemungutan pajak menjadi self assessment. WP di beri kebebasan untuk 

menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri, ditakutkan WP akan cenderung 

berusaha menghindar kewajiban pajaknya maka Diijen Pajak harus melakukan 

pemeriksaan. . 
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Batam adalah salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Riau. Batam 

merupakan sebuah pulau di antara 329 pulau yang terletak antara Selat Malaka dan 

Singapura yang secara keseluruhan membentuk wilayah Batam. 

Batam, sebelumnya hanya berupa hutan belantara, dihuni hanya oleh 

beberapa penduduk dengan pekerjaan sebagai nelayan. Pada tahun 1970-an, Batam 

mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak 

dan gas bumi oleh pertamina dan dalam rangka untuk mengembangkan Batam, 

maim dibangun berbagai infrastruktur yang berstandar internasional serta fasilitas 

lainnya. 

Letak Batam yang strategis yaitu terletak antara Selat Mal aka dan Singapura, 

yang merupakan lalu lalang perdagangan, maka pemerintah menerapkan Free Trade 

Zone di Batam, Bintan dan Karimun. 

Enny Sri Hartati mengatakan bahwa 

"Letak Batam yang strategis membuat pemerintah rela memberikan 
berbagai keistimewaan atau pengecualian perlakuan atas Batam. 
Pemerintah memberikan status Batam sebagai kawasan perdagangan 
bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) atau free trade zone (FTZ). 
Pemerintah juga memberikan berbagai fasilitas khusus berhubungan 
dengan Batam sebagai FTZ, antara lain sebagai daerah entreport 
partikulir kawasan industri, perdagangan bebas, alih kapal dan 
berbagai insentif fiskal (bebas PPN, PPn-BM, bea masuk, dan bea 
keluar." (www.mediaindonesia.com , diakses pada tanggal 18 
September 2017, pukul23:42) 

Menurut Detik finance dalam artikel Free Trade Zone How Free Can 

You Go, mengatakan bahwa Pengusaha yang berada di Batam mendapat 

fasilitas perpajakan yaitu : 

1. Pcnyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) 
di dalam Kawasan Bebas dan dari Kawasan Bebas ke Kawasan 
Bebas lainnya, dibebaskan dari pengenaan PPN dan PPnBM. 



2. Pemanfaatan RKP tidak herwujud dan .TKP dari luar Daerah 
Pabean di Kawasan Bebas di bebaskan dari pengenaan PPN. 

3. Pemasukan BKP berwujud dari luar Daerah Pabean ke Kawasan 
Bebas dibebaskan dari pengenaan PPN dan PPnBM serta tidak 
dipungut PPh Pasal 22. 

4. Penyerahan JKP dan BKP tidak berwujud dari Tempat Lain 
Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas tidak dipungut PPN. 
(dan tidak perlu melalui endorsement dari pejabatVpegawai 
Direktorat Jenderal Pajak). 

5. Pemasukan BKP dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean atau 
dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas yang 
melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk tidak 
dipungut PPN dan PPnBM. 

6. Pengeluaran BKP dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan 
Berikat dalam hal barang merupakan barang asal luar Daerah 
Pabean, dibebaskan dari pengenaan PPN dan tidak dipungut 
Pajak Penghasilan Pasal 22. 

7. Fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut atas penyerahan BKP 
dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, yang 
diberikan apabila BKP tersebut telah benar-benar masuk ke 
Kawasan Bebas, yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Pabean 
FTZ-03 yang telah di-endorse oleh petugas Direktorat Jenderal 
Pajak yang ditempatkan di Kantor pabean di Kawasan Bebas. 
(www.finance.d.etik.cotn. diakses pada tanggal 22 September 
2017, pukul20:00) 
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Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa Batam sebagai daerah 

FTZ mendapat fasilitas perpajakan antara lain pembebasan PPN, PPnBm, bea 

masuk, bea cukai dan PPh 22 juga penghapusan PKP. Jadi salah satu sumber 

penerimaan pajak pusat dari Batam adalah Pajak Penghasilan kecuali PPh 22. 

Boediono yang dikutip oleh Detik finance dalam artikel Bea Masuk FTZ 

Hilang, Ditambal PPH, mengatakan bahwa dengan adanya FTZ, pemerintah 

berpotensi kehilangan pendapatan dari bea masuk dan PPN, tetapi pemerintah 

berharap kehilangan itu bisa didapatkan kembali dari PPh selain PPh 22. 

( www.finance.detik.com, diakses pada tanggal30 Oktober 2017, pukul23:00) 
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Menurut Suryo yang dikutip oleh Muhammad Rifai dalam artikellni Dia 4 

Daerah di Indonesia yang Bebas Pajak, mengatakan bahwa daerah bebas pajak ini 

untuk meningkatkan sektor industri dan pengusaha hanya kena pajak pribadi, 

sehingga yang hilang hanya pajak konsumsi dan bukan pajak penghasilan. 

( www.economy.okezone.com, diakses pada tanggal31 Oktober 2017, pukul 10:00) 

Menurut Edy Putra Irawady yang dikutip oleh Hans Henricus B dalam 

artikel Bea Masuk dan Cukai Hilang, Pajak A ndalannya, mengatakan 

"PPh tesebut akan berlaku pada perusahaan maupun pribadi di Batam, 
Bintan dan Karimun. Penghapusan bea masuk dan bea cukai untuk 
merangsang perusahaan berinvestasi di tiga kawasan tersebut. 
Penghapusan ini bisa meningkatkan penghasilan perusahaan dan 
orang-orang yang beke1ja di tiga daerah itu. Kami memberi umpan 
penghapusan bea masuk, tapi mendapat penghasilan yang lebih besar 
dari Pajak Penghasilan" (www.ortax.org. Diakses pada tanggal 3 1 
Oktober 2017, pukull5:00) 

Jadi salah satu alasan ditetapkan Batam sebagai Free Trade Zone untuk 

meningkatkan investasi dan penanaman modal yang berguna untuk meningkatkan 

penerimaan perpajakan terutama pada pajak penghasilan serta pertumbuhan 

ekonomi di Batam maupun nasional. 

Bertambahnya investasi di Batam ditandai dengan banyaknya perusahaan 

baru berdiri dan perusahaan lama berekspansi dan mereka menjadi pusat perhatian 

dari KPP Madya Batam karena mernberikan kontribusi pajak penghasilan yang 

besar. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

184/PMK.03/ 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 

17/PMK.OJ/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, pasal 1 ayat 3, pemeriksaan 
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adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau 

bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan. 

Berdasarkan peraturan tersebut, pemeriksaan berguna untuk menguJt 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Tujuan adanya pemeriksaan antara lain : 

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
2. Tujuan lain yang berhubungan dengan ketentuan perpajakan 

mengenai pemeriksaan. ( www.pajak.go.id, diakses pada tanggal 
18 September 2017, pukul20:32) 

Menurut Arman Irman dikutip oleh Triajie Wahyu El Haq mengatakan 

bahwa "perlu adanya pemeriksaan data untuk memastikan kebenaran data yang 

diberikan oleh wajib pajak Batam , karena sistem perpajakan di Indonesia ini 

adalah self assessment. Wajib pajak melaporkan berapa penghasilannya, biaya yang 

dikeluarkan, serta profit yang diperoleh berdasarkan data sendiri. '' 

(http://news.ddtc.co.id, diakses pada tanggal22 September 2017, pukul22:00) 

Terdapat beberapa berita mengenai pemeriksaan pajak di Kota Batam antara 

lain: 

1. Menurut Raden Evy Surhartantio, Humas Bea Cukai Batam yang dikutip 

oleh Eko Setiawan dalam artikel Heboh, Aturan Kirim Barang Keluar 

Batam! mengatakan bahwa pengiriman paket keluar dari kota Batam 

mulai diperketat dikarenakan banyaknya pengusaha yang mengirimkan 

barang, tetapi tidak ada laporan usaha. Pengirim harus diperiksa apakah 

memiliki NPWP atau tidak ketika ingin mengirimkan barangnya. 
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(www.batam.tribunnews.com diakses pada tanggal18 September, pukul 

22:49) 

2. Menurut Batampos yang mengutip Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala 

KPP Pratama Batam dalam artikel 400 Ribu Warga Batam Nunggak 

Pajak, mengatak.an bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dari 

414.000 Wajib Pajak di Batam hanya 10.350 wajib pajak yang rutin 

membayar pajak perseorangan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Batam. Jadi ada sekitar 400 ribu lebih wajib pajak Batam yang 

menunggak pajak. ( www.batampos.co.id , diakeses pada tanggal 22 

September, pukul11:00) 

3. Derdy SWD-WK mengatakan Dirjen Pajak Kanwil Riau dan Kepulauan 

Riau mendata bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, jumlah penunggak 

pajak di 2 provinsi mencapai 500 orang dengan nilai pajaklebih dari Rp 

100 juta ( http://wartakepri.co.ld diakses pada tanggal 22 September 

2017, puku112:00) 

4. Annan Irman mengatakan di tahun 2016, KPP Madya Batam melakukan 

pemeriksaan terhadap WP kontrak manufak.tur. Setelah dilakukan 

pemeriksaan, terdapat 49 WP dalam kategori hijau ( resiko rendah ), 85 

WP dalam kategori kuning ( resiko sedang) dan 53 WP dalam kategori 

merah ( resiko tinggi ). Dari 53 WP kategori merah tersebut terdapat 

indikasi ketidakpatuhan dan potensi pajak penghasilan kurang bayar 

( www.pajak.go.id, diakses pada tanggal 22 Septermber 2017, pukul 

12:57) 
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Fenomena diatas menunjukan masih ada Wajib Pajak di Batam yang tidak 

patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan tidak melaporkan pajak 

dan berusaha menghindari membayar pajak. 

Ketidakpatuhan wajib pajak menyebabkan perlunya pemeriksaan terhadap 

Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak yang berada di Kota Batam yang telah diberikan 

kebebasan oleh pemerintah dalam melakukan self assessment dan dengan adanya 

pemeriksaan diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Batam dapat meningkat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bemiat untuk meneliti dengan 

judul " Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan, Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak di KPP Madya Batam dengan FTZ sebagai Variabel Moderating" 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah 

1. Bagaimana pemahaman wajib pajak KPP Madya Batam tentang self 

assessment? 

2. Bagaimana pemahaman wajib pajak KPP Madya Batam tentang 

pemeriksaan? 

3. Bagaimana pelaksanaan Free Trade Zone oleh di KPP Madya Batam? 

4. Bagaimana kepatuhan wnjib pnjak di KPP Madya Datam? 

5. Apa terdapat pengaruh self assessment, pemeriksaan, terhadap kepatuhan 

wajib pajak di KPP Madya Batam dengan Free Trade Zone sebagai variabel 

moderating ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pemahaman wajib pajak KPP Madya Batam tentang self 

assessment. 

2. Untuk mengetahui pemahaman wajib pajak KPP Madya Batam tentang 

pemeriksaan. 

3. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan yang berhubungan 

dengan kawasan bebas atau FTZ. 

4. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Batam. 

5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Self Assessment System dan 

Pemeriksaan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Batam 

dengan Free Trade Zone sebagai V ariabel Moderating 

1.4. Manfaat Penerlitian 

1. Untuk Peneliti 

Untuk memberikan informasi kepada peneliti yang ingin meneliti masalah 

yang sejenis. 

2. Untuk Penulis 

Memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis mengenai masalah 

yang di bahas. 

3. Untuk Kantor Pelayanan Pajak 

' 

Memberikan informasi yang ke depannya dapat digunakan untuk informasi I 

dalam pengambilan keputusan dan pembuatan strategi. 

4. Untuk Masyarakat 

Memberikan informasi, pengetahuan dan bacaan kepada masyarakat. 
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1.5. Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam melakukakan penelitian adalah Wajib Pajak 

di KPP Madya Batam. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mengerti penelitian 

ini, maka penulis membagi penulisan penelitian ini dalam 6 bab, antara lain : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Menjelaskan mcngenai latar belakang masalah yang di bahas, fenomena masalah 

yang ada. variabel-variabel yang ingin diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitan, 

manfaat penelitian bagi penulis, kantor pelayanan pajak. Masyarakat, objek 

penelitian dan juga sistematika penulisan penelitan. 

BAB 2 LANDASAN 1EORI 

Menjelaskan proses bisnis dalam KPP Madya Batam, teori-teori dikemukan para 

ahli, teori-teori secara tersusun mengenai variabel-variabel yang diteliti, dan 

membuat hipotesis/ kesimpulan sementara untuk penelitain. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Menjelaskan dan menjabarkan metode yang di gunakan peneliti dalam melakukan 

penelitian. 

BAB 4 OBJEK PENELITIAN 

Menjelaskan Objek Penelitian, dalam penelitian ini, objeknya adalah Wajib Pajak I· 

KPP Madya Batam .. I 
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BAB 5 HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan menganai hasil penelitian dan hubungan antara self assessment, 

pemeriksaan dan kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Batam dengan FTZ sebagai 

variabel moderating. 

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi KPP 

MadyaBatam 

.ii .. 


